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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERMINTAAN 
PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) 

DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PAJAK (FORMIL & MATERIL)  
 

Muamar Kubes 
 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Gresik 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transisi regulasi SP2DK dari Surat Edaran menuju PMK 

111/2025 guna memperkuat legalitas pengawasan perpajakan dalam sistem self-assessment. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum SP2DK pasca 

berlakunya PMK 111/2025 serta apakah pengaturannya telah memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum yang memadai bagi Wajib Pajak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum SP2DK kini memiliki daya ikat eksternal 

yang kuat sebagai instrumen pengawasan preventif. Secara hukum pajak, SP2DK berfungsi 

sebagai sarana klarifikasi awal, sedangkan dalam perspektif hukum tata usaha negara 

dikategorikan sebagai tindakan persiapan (voorbereidingshandeling). Kesimpulannya, meskipun 

kepastian hukum formil telah terpenuhi, perlindungan hukum substantif bagi Wajib Pajak masih 

menyisakan celah akibat ketiadaan mekanisme keberatan formal dan adanya ketimpangan 

informasi data. 

 
Kata Kunci: SP2DK; PMK 111/2025; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum; Hukum Pajak. 
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ABSTRACT 
LEGAL ANALYSIS OF THE REQUEST FOR EXPLANATION OF 

DATA AND/OR INFORMATION (SP2DK) VIEWED FROM TAX LAW 
ASPECTS (FORMAL & MATERIAL)  

 
Muamar Kubes 

Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Gresik 
 

This research is motivated by the regulatory transition of SP2DK from a Circular Letter to PMK 

111/2025 to strengthen the legality of tax supervision within the self-assessment system. The 

research problems focus on the legal standing of SP2DK following the enactment of PMK 

111/2025 and whether its regulation provides adequate legal certainty and protection for taxpayers. 

The research method employed is normative legal research using statute, conceptual, and case 

approaches.  

The results indicate that the legal standing of SP2DK now possesses strong external binding power 

as a preventive supervision instrument. From a tax law perspective, SP2DK functions as an initial 

clarification tool, while from an administrative law perspective, it is categorized as a preparatory 

act (voorbereidingshandeling). In conclusion, although formal legal certainty has been achieved, 

substantive legal protection for taxpayers still leaves gaps due to the absence of a formal objection 

mechanism and information asymmetry. 

 
Keywords: SP2DK; PMK 111/2025; Legal Certainty; Legal Protection; Tax Law. 
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